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KATA PENGANTAR

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomar: P.38/Menlhk-
Sefjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dengan adanya
peraturan Menteri dimaksud, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara berkewajiban untuk
menyusun Desain Sistem Pengendalian Intern tahun 2020,

Dengan telah disusunnya Desain Sistem Pengendalian Intermn ini, diharapkan
kegiatan yang memiliki risiko signifikan dapat dikendalikan menjadi tidak signifikan
dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharpakan. Kaml menyadari bahwa Desain
Sistem Pengendalian Intern Tahun 2020 lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara ini masih
jauh dari sempurna, untuk itu kaml mengharapkan adanya saran dan masukan yang
konstruktif demi perbaikan penysusunan Desain Sistem Pengendalian Intern serupa
pada waktu yang akan datang.

Demikian, semoga deasin sistem pengendalian ini dapat bermanfaat dan dapat
dipedomani oleh selurub pegawai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Musa Tenggara dalam
melaksanakan kegiatan tahun 2020,
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Al A,
la Bala,

ML ad Nur, M.S.P
NIP 19670727 199703 1 00



DAFTAR ISI

Halaman

I |
TS ST TR ii
DAFTAR TABEL e iiirsisess s isinn st smssmae st s soesnss e spe e s v me s tene srt b na i
DAFTAR LAMPIRAN ™ A N 1 K R T R G v B ; iy
L PENDAHULUAN s . 1

L) LABFBEIMGEMNI 000 iiieskbieibivesasadshleesads arssmmmenassipene 1

2. Maksud dan Tujuan 2
II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN
III. PENILAIAN RISIKO e 4
IV. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN s sisnnnssnns smvasne 15
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI = ciccersssssisssssmssssnsnne 17
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUAST s snisanasasses 18

LAMPIEAN




DAFTAR TABEL

=
o

Tek
Tabel 1. Parameter Minimal Penilaian Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
Tabel 2. Jenis Kegiatan Pada BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara
Tabel 3, Rekapitulasi Resiko Teridentifikasi
Tabel 4. Peta Resiko
Tabel 5.1 Probabilitas dan Dampak Resiko
Tabel 5.2 Hasll Penilalan Bobot Atas Resiko Teridentifikasi
Tebel 5.3 Rekapitulasi Resiko Signifikan
Tabel 6.1 5.d 6.5 Rencana Kegiatan Fengendalian
Tabel 7 Informasi dan Komunikasi Terkait Penyelenggaraan Sistem

W0 s T AR L e

Pengendalian Intern




L T T R N

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1., SOP Nomor 1
Lampiran £., SOPF Nomor 2
Lampiran 3., SOP Nomor 3
Lampiran 4., SOP Nomor 4
Lampiran 5., SOP Nomor 5

Tek

i)




I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
maka periu adanya sistem pengendalian yang efektif dan terukur, dalam hal
ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut, Balal Pengamanan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa
Tenggara berkewajiban untuk melaksanakan dan berpedoman pada Peraturan
Menteri tersebut. Sebagai komitmen BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa
Tenggara dalam melaksanakan SPIP, maka disusunlah Desain SPIP Tahun
2020 di lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Dengan telah disusunnya Desain SPIP ini diharapkan setiap kegiatan
yang memiliki resiko signifikan dapat dikendalikan, sehingga resiko yang
terjadi menjadi tidak signifikan dan pada akhirnya kegiatan dapat berjalan
dengan efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan
asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Desain SPIF Tahun 2020 pada BFPHLHK Wilayah
Jawa Ball Nusa Tenggara inl adalah untuk menjadi panduan praktis bagi
setiap personil yang terkait dengan setiap kegiatan mulal dari Kepala Balai,
Kepala Seksi dan Staf, sehingga setiap personil dapat memahami/mengetahui
apa yang harus dilakukan dan bagaimana prosedur melakukannya.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa setiap
kegiatan yang memiliki resiko signifikan dapat dikendalikan, sehingga
kegiatan dimaksud dapat bejalan dengan efektif dan efisien, kehandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

II. ANALISIS LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Analisis lingkungan pengendalian merupakan tahap awal dari penyusunan
Desain Penyelenggaraan SPIP, pada tahap ini dilakukan analisis dan penilaian
terhadap kualitas lingkungan pengendalian yang ada saat inl (existing) di
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, hal ini berujuan untuk mengetahui
nilai (Baik/Kurang/Cukup) dari masing-masing sub unsur penilaian,

Penyusunan analisls lingkungan pengendalian yang dilaksanakan oleh
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, diawali dengan melakukan pemetaan
lingkungan yang terdiri dari 8 sub unsur, yaitu:

Desawr Rengendaian SPIF Pacty BPPHLEN Wilspah Jaws Bal Musa Tenggars Talur 2020 |
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Penegakan integritas dan nilai etika, yang terdiri dari 5 parameter;

Komitmen terhadap kompetensi, yang terdiri dari 5 parameter:

Kepemimpinan yang kondusif, yang terdiri darim & parameter;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, yang terdiri dari 3 parameter:
Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, yang terdiri

dari 3 parameter;

Pembinaan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari 2 parameter:
Perwujudan peran aparat pengawasaan intermn yang efektif, yang teridiri dar

2 paramaeter;

Hubungan kerja yang baik, yang terdiri dari 3 parameter.

Dalam melakukan penilalan pemetaan lingkungan pengendalian yang terdin
dari 8 sub unsur tersebut diatas, dilaksanakan dengan metoda wawancara
terhadap sebagian pegawai BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Musa Tenggara yang
memahami dan mengetahul keadaan kantor, disamping itu juga didasarkan pada
pakta-pakta yang ada.
Berdasarkan hasil penilaian analisis lingkungan pengendalian terhadap
masing-masing sub unsur dan parameternya, maka diperoleh hasil sebagaiamana
tercantum pada tabel 1,

& Hasil - Rencana Tingak
B2 i i Penilaisn  Pactaiean
iy ! | (33 {4
[ 1 |Penegakan [nmgrhar. can Nilal Etika:
4. Apakel BRFPHLHE Wilkyah Jawa Baf Musa Tenggam C{Cukup)
telah memusun dzn atau mensrapkan sturan prlako
| dan kode etik PNS |
b. Apssah BREHLHE Wilsyah Jewa B3¢ Nusa Tenggaia | K{kurangd | Perlu adanya pedoman
lelab memasun dan ataw manerapkan aturan polaku unkuk mensoesian
dan kode & PNS penghargaan dan sanks|
| atas kinara pegawa
€. Apaxah unsur pimpinan BRPHLHE Wilayah Jaws Bali | © (Cukup) -
Mu=a Tenggara beah menerapkan tindakan  disiplin
yang tepdt terhadap pervimpangan kebijakan proseduor
atmly peianggaran auwran peilaku B 1
d. #pakah unsur pimpinan BERHLHE t=fah memberkan | (Cukup) -
ketdadanan pelaksanaan aturan prilaku dan kode etik
| Da0a Setiap lingkatan pimpinas
g. Apakah unsur pimpinan tefah menl,n..sv.m ketll_].alcan dan | ¢ (CukuE) -
rgel penugasan yang nealisks
2 Eomitmen Terhadap kompetens!:
d. Apakah  BPPHLHE f=leh  mengidentifikasl  dan  C (Cukug)
menstapkan  kegiatean  vang  dibuluhkan ook
menyelesalkan tgas dan fungs pada masing-masing
pasksJabatan
b. Apakah fgdah disusen standar kompetensi untuk saaap W (Kurang) | Perlu  disusun  standar |

bugas dan furgsi cada masing-masing fungsifabatan

. Apakah SPPHLHK Wilayah Jawa Eall Musa Tenggars

IEdah ey LUSUn FrENcang peningkatan kompeiens! Dagi
pagawainya

| kompetersl untuk sstap
Lugai dan fungsi pada
maEsing-rasing
fungsifjabatan

€ (Cukup)
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Husa Tengoara teiah mensrzpkan mandjemen berbasis
kinerya S

. Ball Nusa Tenggara telah memberikan dukungan yang
memadal dalam Ral pevyususnan laporan keuangan,
pengelolaan cegawal dan pengawasa

d. Apakah unsur pimpinan BPPHLHE Wilavah Jawa Ball |

Musa Tenggara mebBkukan interaksl yang  cukup
inbensif dengan evel di bawahnya

Mo, Parameter Penilsian el ERRINE TAD
S P%__ Perbalkan
(L] {2 y {3} {4}
d. Apakah pimpman  telzh  memillki  kemampuan | G (Cukup)
manaitial dan pangalaman teknis yang cukup dalam
pengallaan instansi pernerintan
3 @lrﬂ:ﬂ_‘b&n yang kondusif:
a. Apakah tmsur pimpingn di BPPHLHE Wilayvah Jawa Bali C {Culoup)
Nusa Tenggara sudah mempertimbangkan Takbor resiko
__ dslam setap pengambllan ==
0. Apakah unset pimpinin di BPPHLHE Wilayah Jawa Ball | C (Cukuep)

C (Cukup)

B (Baik)

£ Apakah unsur pimpinan BPPHLHE Wilsyah Jawa Bali
Musa Tengoera memiliki Skap yvang  posistf - dan
responsi®  terhadap  lBporan-aporan vang  terkait
dengan kegiatan, penganggaran dan keuangan

C (Culewp)

f. Apakah wnsur pémpinan telsh menetapkan mutas
pegawsl berdasarkan pola mutasi vang jelas

C (Cukup)

4

_ Pendeiegasian Wewenarig dan Tanggung Jawab:

4. Apakah pegawal yang diberi weweng memahami
batwa wewenang dan  taogguemg  R@wab  yang
diterimanya iu terkait dengan pihak lain di dalam
instansinya, dan  juga  berkait  demgan  sistem

piergpercaliar

[ . Apahzh wewenang diberikan I-:Epada pegawal yang
bepat sesuai dm.;an lingkak Enggung jawaﬁ:n

F'embenl:uiﬁn Struktur Dwgé\ﬁ%l ;p'ang sesual l:l&ngan
kebutuhan:

B {Balk)

B {Eaik)

A, Apakah Strukbur organisés beleh disesueaikan dengan
ukurgn dan sfal kegiatan vang dilaksanakan oleh
Crganisasi,

C (Cukup)

h. Apakah t=lsh ada kejelasan wewenang dan anggung
Jevab seluruh unsur organisas

organizasi

C. Apakah telah Bda kejelasan jenjang pelaporan intem |

C [Cukup)

B (Balk)

| Pembinaan 50M :

"a. Apakah unsur pempinan BPPHLHE \Wilsyah lawa Bali |
Musa Tenggam tefah mengambll  langkab-langkab |

urtuk memastkan ketepatan pelaksanaan pekerjaa,
mengurangi  kesalah  paharman, dan mendorong
berkurangnya tindak pelanggaran

£ (Cukup) |

| b Apakah unsur pimpinan BPPHLHE 'Wilayah Jlawa Bali
Nusa Tenggara Derupaya agar pegawal memahami
tugas dan tanggung jawsbrya dengan baik, serta
memahami apa yang dibarapkan pirmpinasss,

B (Baik)

Ferwujudan peran aparat pengawasan inkerm yang efeklil |

&, Apakan telah ada mekanisme perngatan dini dan
peningkatan  efektivibas  menajemen  dsiko datam
mamyelenggarakan bugas dan fungs organisas

C {Cusuip)

b. Apakah telah sda upayd memelingre dan meningkatxan
kuaimas e kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi

€ [(Cukup)

3

Hubungan kerja vang Baik;
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o Hasil { Rencana Tindak |
Ll aphs e S i : Penilalan | Pertiaikan
(1) (2] LR {4

. P-l:lakﬁh BPPHLHE Wilayah lawa Eall Musa Tﬁ'lq.gara B (Baik)
memilikl  hubungan kea  yang  balk  dengan
| eementerian keuangan . _

k. Apakah BFPHLHK Wilsyah Jawa Bali Nusa Tenggara | © (Cukup)
memiliki huburgan kerja vang baik dengan instans

| pengawasan !

C Apzwah BEPPHLHE Wilsyah Jawa Bal Nusa Tenggara B (Baik)
memiliki  hebengan keda  yang  baik  dengan

| instansifermbaga ferkai lainnya

II1. PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko merupakan tahap kedua dari penyusunan Desain SPIP. Dalam
tahap ini, penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Balai Pegamanan dan
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa
Tenagara, dilakukan terhadap masing-masing kegiatan yang ada, baik yang
tercantum dalam dokumen anggaran maupun yang tidak tercantum dalam
dokumen anggaran. Sesuai hasil penelaahan terhadap kegiatan yang ada, maka
jenis dan jumlah kegiatan sebagaimana terinc dalam tabel 2.

Tabel 2. : Jenis Kegiatan Pada BPPHLHK Jabalnusra

Mo. Jenis Kegiatan Kﬁnmpuk Kegiatan
A, Kegiatan Pada Sub Bagian Tala Usaha
1 | Pembayaran gaji pegawal | Tercantum dalam dok. anggaran
2 | Pembayaran Tunjangan Kinerja | F'NS Tercantum dalam dok. anggaran
3 | Pembayaran langganan daya dan jasa | Tercantum dalam dok. anagaran
4 | Pemellharaan gedung dan halaman kantor | Tercantum dalam dok. anggaran
5 | Pemeliharaan peralatan dan mesin Tercantum dalam dok. anggaran
& | Pengelolaan Barang Milik Negara | Tercamtum dakam dok. anggaran
7 | Pengadaan barang persediaan Tercantum dalam dok. anggaran
g | Pemyusunan Laporan Bulanan dan tahunan ~Tercantum dalam dok. anggaran
| B | Penyusunan Renja Balai Tercantum dalam dok. anggaran
10 | Penvusunan data statistix Balal Tercantum daiam dok. anggaran
11 | Penyusunan dokumen perencanaan Balal | Tercantum dalam dok. anggaran_
12 | Penyusunan Renstra Balai Tercantum dalam dok, anggaran
13 Pengelodaan data SIMPEG Tercantum dalam dok. angoaran
14 ' Penilaian DUPAK Pendahuluan Tidak tercantum dalam dok. anggaran |
15  Penyelenggaraan tata persuratan Tidak tercantum dalam dok. anggaran
|16 | Manitoring capaian IKK Tidak tercantum dalam dok. anggaran

B. Keglatan Teknis
1 | Luas hutan yang diamankan dan gangguan Tercantum dalam dok. Anggaran
dan ancaman bidang kehutanan
2 | Jumiah lokasi dilaksanakannya pencegahan Tercantum dalam dok. Anggaran
serta pengendalian ancaman dan gangguan
melalui kegiatan sosialisasi patroli dan operasi ]
3 | Jumiah Polisi Hutan yang dibina dan Tercantum dalam dok. Anggaran
ditingkatkan kapasitasmya
4 | Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan | Tercantum dakam dok. Anggaran

Diesain Bangendalian SEIP Fada BOPHLHK Wiayalh Jowa Ball Nusa Tenggar Tahun 2070 4




Jenis Kegiatan

Kelompok Kegiatan

| pengamanan dan penegakan hukum yang
|_memenuhl standar
Layanan internal

1 Tercanbum da!-am dok. Angﬂamn :

_Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang
diawasi ketaa@nnya terhadap izin lingkungan,
PPLH dan PUU LH

B | Jumilah sarana dan prasarana pelaksanaan

pengawasan, pengamanan dan penegakan

hukum yang memenuhi standar

% | Kasus pidana lingkungan hidup dan kehutaan

yang disefesaikan (P.21)

| Tercanbum dalam dok. Angoaran

Tercantum dalam dok. Anggaran

| Tercantum dalam dok. Anogaran

Tercantum dalam dok. Anggaran

10 | verifikasi perkara bidang lingkungan hidup
| dan kehutanan
11 | Barang buktl vang ditangani sesuai dengan

| Jjumlah kasus yang ditangani

Tercanturn dalam dok. Anggaran

Tercantum dalam dok. Angoaran

Dari jumlah kegiatan tersebut di atas, selanjutnya dilakukan penilaian

dengan 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu :
1. Identifikasi Resiko

risiko

Dalam kegiatan ini, dimaksudkan untuk mencarai atau mengeksplorasi area-
area atau wilayah yang diperkirakan mengandung risiko yang kemungkinan
dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan suatu kegiatan, sekaligus

memprediks| fenis risikonya,

Berdasarkan hasil identifikasi risiko terhadap jumlah kegiatan yang ada pada
BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Musa Tenggara yaitu sebanyak 22 kegiatan,
diperoleh hasil sebagaimana terinci dalam tabel 3.

Tabel 3 Rekapitulasi Resiko Teridentifikasi

: Risiko Teridentifikasi
T S G e e " Deskripsl Risko
1 Permbayaran gaji E1 | Terjad keterlambatan pengajuan gajl ke KPPH
| pegawai e ——
2 Fermbayaran Tunjangan K2 | Pembayaran turjangan kinerja PNS fidak sesual
Kmerja PRS dengan kehadiran pegawai yang sesungguhnya,
karena tidak semua PNS merskam data kehadiran
melakui mesin finger frint, metainkan secara manual
{ == yang rawan eradinys manipulasi data kehadiran.
3 Pembayaran langganan k3 | Terjadinva keterambatan pembayaran daya dan
{ _daya dan jasa ! jasa, karena kelalalan petugas yang menanganai.
| % Pemeliharaan gedung E4 | Adanya SFP] fikbif untuk pemeliharaan gedung dan
dan halaman kantor kantor
R5 | Pembangunan dan pemeliharaan yang dikerjakan
pihak ketiga tidak sesual dengan spek dan jumlah
- | vang kercanbum dalam SPE
5 Pemelinaraan peralatan R & | Adanya SP] piktif untuk pemefiharaan peralatan dan
dan mesin mesin
E7 | Jumlah anggaran untuk biaya pemeliharaan yang
tercantum dalam 5P] tidak sesual dengan jenis dan
i = | jumiah fisik di lapangan

Diacawn Pangandahan SR Rads B00R0 AN Wispah Jdaws Balf Musa Tanggars Tahuws 2020 g



. Risiko Teridentifikasd
= T ey Kode _ Deskripsi Risiko
& | Pengelolaan EMN R& | Adanya BMN yang tidak tercatat o
R39 | Terjadinya pelaporan BMN yang tidak akurat
R 10 | Adanya BMN yang hilang karena dipinjam
R 11 | Adanya BMN yvang tidak diberi nomor
R 12 | Keadaan BMN tidak sesuai dengan data Kartu
Identitas Barang
R 13 | Adanya BMN ax instansi lain yang seharusnya
menjadi BMN BPPHLHK Jabalnusra, namun dalam
pelaksanaannya belum sepenuhnya masuk. =1,
¥ Pengadaan Barang R 14 | Pengadazan barang persediaan yang tidak dibukukan
Persediaan R 15 | Kualitas aset tetap yang dibeli di bawah standar
R 16 | Terjadinya kemahalan harga barang yang dibeali
| R 17 | Jumiah, nama, dan kualitas barang yang dibel tidak
L sesual antara dokumen dengan fisiknya.
8 Pemnyusunan Laparan R 18 | Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan
| bulanan dan tahunan bulanan
9 Penyusunan Remja Balai | R 19 | Terjadinya penyusunan komponen kegiatan yvang
tidak menunjang output kegiatan.
R 20 | Keterbatasan data pendukung penyusunan Renja
Balai
10 | Penyusunan Data R 21 | Terjadinya keterlambatan pemvusunan data statisic
Statistik Balai Balal
R 22 | Keterbatacsan data pendukung peryusunan data
a statistik Balai Ll
11 | Penyusunan dokumen R 23 | Dokumen perencanaan (REAKL) yang disusun, tidak
perencanaan Balai [ didasarkan pada kebutuban anggaran untuk
B mendukung output kegiatan.
12 | Penyusunan Renstra R 24 | Tidak dapat disusunnya/keterlambatan penyusunan
Ealal Renstra Balai, yang disebabkan tidak adanya
——— | dokumen pendukung utama Renstra.
13 | Pengedalaan Data R.25 | Tidak akuratmya data kepegawaian masing-masing
SIMPEG pegaEwWai,
R 26 | Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM
S L yang menangani Data SIMPEG.
14 | Penilalan DUPAK R 27 | Terjadinya keterlambatan penilaian DUPAK
Pendahuluan _| Pendahuluan o
15 | Penvelengaaraan Taka R 28 | Terjadinya penomoran surat ganda
Persuratan R 29 | Terjadi surat masuk dan keluar yang tidak diagenda
teriebih dahulu
R 30 | Pengarsipan surat masuk dan keduar tidak bertib
. R.31 | Terjadinya arsip surat masuk dan keluar yang hilang |
16 | Monitoring Capaian TKK R 32 | Keterbatasan data untuk menghitung IKK sangat
terbatas
17 | Luas hutan yang R 33 | Kegiatan yang dilaksanakan bdak mendukung output
diamankan dari kegiatan
gangguan dan ancaman | /34 | Tidak terjalinnya koordingsi yang baik dengan
bidang kehutanan. [ pemangku kepentingan di wilayah kerja BPPHLHEK
Jawa Bali Nusa Tenggara
B35 | Adarya daka SPT (Mo, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang
tidak sama atara di Balai dan Seksi Wilayah.
18. | Jumilah lokasi R 36 | Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tdak
dilaksanakannya mendukung output kegiatan,
pencegahan serta R 37 | Tidak terjalinnya koordinasi yang balk dengan
pengendalian ancaman pemangky kepentingan di wilayah kerja BPPHLRE
dan gangguan melalui | | Jawa Bali Nusa Tenggara.
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E3

ke m‘;iallr.asl,patmﬂ-
| dan operasi.

Risikt Teridentifikasi

Kode

Deskripsi Risika

=

Jumiah Pohut yang
dibina dan ditingkatkan
kapasiasnya

-

| tidak sama atara di Balai dan Seks Wilayah

Adamwya data SPT [rib. Tgl, Petugas dan Tujuan) ﬁlng"

Tidak dapat dibina dan ditingkatkan kapasitasnya
Polisi Hutan

Panyediaan sarana dan
prasarana pelaksanaan
pEngamanan dan
penegakan hukum yang

| memenuhi standar.

R 40

Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana

pelaksanaan pengamanan dan pensagakan hukum
vang memenuhi standar minimum.

| Layanan Internal
|

22

23

| Pengaduan masyarakat
| yang ditindaklanjuti

R4l

sesuai dengan peruntukannya

R 42

Tidak seluruh pengaduan masyarkat dapat
ditindaklanjuti, karena keterbatasan sumber davya
manusia pangawas lingkungan hidup dan angaran

Fenanggung jawat
usahayatau kegiatan
vang diaweasi
ketaatannya terhadap
izin Engkungan, FPLH
dan PUL LH.

9

Jumilah sarana dan
prasarana pelaksanaan
pengawasan,
pengamanan dan
penegakan hukum yg
memenuhi standar

25

hidup dan kehutaan
yang dissdesaikan [P 21)

Kasus pidana lingkungan

R 43

| 44

FET

R 46
R47

Tidak tercapainya target pengawasan terhadap
ketaatan pemegandg izin lingkungan, PPLH darn
PUULH, karena keterbatasan SDM PPLH

pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan
penegakan hukum yang mermanuhi standar
mnimm.

Tidak terselesalkannya kasus pidana lingkungan

hidup dan kehutanan sampai dengan P 21

Tidak tercapainya jumlah target penyelesalan kasus
pidana LHK sampai dengan P 21

Adanya data SPFT {Momor, Tanggal, Petugas dan
Tujuan) yang tidak sama antara di Balal dan Seksi
Wilayah

Verifikasi perkara bidang
lingkungan hidup dan
kefistanan

27

Barang bukti yang
ditangani sesuai dengan
jumlah kasus yang
ditangani

R 48
R 45

' R 50

Tidak terverifikasinya perkara bidang lingkungan
hidup dan kebutanan

Adanya data SPT (Nomar, Tanggal, Petugas dan
Tujuan) yang tidak sama atara dl Balal dan Seksi
Wilayah iy
Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan
jumilah kasus yvang ditangan

2. Dari risiko terindentifikasi tersebut pada tabel 3 di atas selanjutnya dilakukan
pemetaan resika, dengan hasil sebagaimana tercantum dalam tabel 4.

Tabel 4 Peta Resiko

Sumber Risika |
{Kegatan dan
Kexgiatan Lainrya)

'-i"embay'aran
|_pegawai

| Capaian

Wilayah Resio (Letak Terjadinya Risiko)
_________laporan KEuangan
3 : LEA

Kinerja

[ disan

Memca
Perse Aret msel Pen

| P09 | Yewp | Lain | dapatan | BERMR

gajl

- : - . Ri
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| (Kegiatan dan

Pembayaran Tukin
PNS

Pembayaran - - - i | = 73
lamgganan daya
dan jasa _ | | |

Pemeliharaan - . 2 - RS . = R4
gedung dan

peralatan dan | |
mesin

Pengelolaan BMN - = : . REsd | - =
R13

| Pengadaan Barang - R 14 = | RS | - R 17 R 16
Persediaan ' '

Fenyusunan HE | = f s = .
_Lapaoran bulanan |
Penyusunan Renja RI9 & - - - 3 . =

| Balal i | _ |
Peryusunan Data RZ1 B . - -
| Statistik Balai R22

Peryusunan - [ = . - S ¥ = R23
dokumen |

perencanaan Balai .
Peryusunan R4 | - . = 1 - = »
Rensira Balai o
Pengelolaan Data R25 & - - . 3 . E
SIMPEG RIg

Penilaian DUPAK R27 : E =T === .
Fendahuluan

Luas hutan yang RIT R - 3 = = = _ R3S
diamankan dari R34
gangguan dan
ancaman bidang
kehutanan. |

| Jumiah lokasi RIE B . . . . 3 3 | R3R
dilaksanakannya R37
pencegahan serta
pengendalian
ancaman dan

| ‘gargguan melatul

kegiatan
sostalisasl,patrol

yang dibina dan
ditingkatkan
kapasitasmya | A
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wilayah Rigko [Letak Terjadinga Bisiko)

(Kegigtandan | Capalan Neraca T TERA ===

Keglatan Lainnya)  Kinerja T Perse z Aset [Jm TR R .
] - Mm - : . EE'EI'Ih |
A TR A el _dizan Tetap | Lain | daps@n £
Penyediaan sarana R4 - - - : i R ;
dan prasarana
pelaksanaan
pengamanan dan

penegakan hukum | |
yang memaenuhi

standar. _
Layanan Internal - - = 4 e - - - R |
Pengaduan R42 - . - - - N i

masyarakat yang

Penanggung jawab R43 = £ - . - - -
usaha/atau
kegiatan yarg '
diawasi [
ketaatanmya
terhadap izin
lingkungan, PPLH
dan PUL LH,

prasarana pelaksa |
Naan pengaveasan, |
pergamanan dan
penegakan hukum |
yang memenuhi
standar

Jumiah sarana dan R44 [ - - 3 . = > =

Kasus pidana R45 & - - | - - - . R47
lingkungan hidup R4&
dan kehutaan yang
_diselesaikan (P 21}

Verifikasi perkara RS | - [ - = . : 3 RAG
bidang fingkungan
hidup dan |
kehutanan -

ditangani sesual
dengan jurmfah
kasus yang

ditangani

Barang bukt yang RS0 ‘ - -

Diskripsi dari resiko vang tendentifikasi:

R1 : Terjadi keterdambatan pengajuan gaji ke KPPN

R2 : Pembayaran tunjangan PNS tidak sesuai dengan kehadiran pegawai yang
sesungguhnya, karena fidak semua PNS merskam data kehadiran melalui
finger frint, melainkan secara manual yang rawan terjadinya manipulasi data
kehadiran.

R3 : Terjadinya keterlambatan pembayaran daya dan jasa, karena kelalaian
pefugas yang menanganai.

R4 : Adanva SPI pikkif untuk pemeliharaan gedung dan kantor

RS : Pembangunan dan pmeeliharaan yang dikerjakan pihak ketiga tidak sesuai
dengan spec dan jumiah yang tercantum dalam SPK

Ro ! Adanya SP) piktif untuk pemeliharaan peralatan dan mesin

Desaim Pongendaidn SEIF Pade SPAHLHE Wiaral Tewd Sl Muss Tengedand Taf 2000 ]



R7? :

RE
R9
R10:
Rii:
R1Z:
R13:

Ri4:
R15:
R16:
R17:

Rig:
R19:

R0
R21:
R22 :
R23:

R4 :

R5:
R26 1

R27:
R
R29
R3G;
R31:
R32:
R33:
R3g:

R35:

36!
R37:

F38:

R39:
R0

R41 :

R4

Ra3:

Jumizh anggaran untuk biaya pemelinaraan yang tercantum dalam SP) tidak
sasual dengan jenis dan jumiah fisik di lapangan

Adarya BMN vang tidak tercatat

Terjadinya pelaporan BMN yang tidak akurat

Adarnya BMN yang hilang karena dipinjam

Adanya BMN yang tidak diberi nomor

Keadaan BMN tidak sesual dengan data Kartu Identitas Barang

Adanya BMN ex instansi lain yang seharusnya menjadi BMN BPPHLHK
Jabalnusra, narmun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya masuk.
Fengadaan barang persediaan yang tidak dibukukan

Kualitas aset tetap yang dibeli di bawah standar

Terjadinya kemahalan harga barang yang dibeli

Jumlah, nama, dan kualitas barang yang dibeli tidak sesual antara dokumen
dengan fisiknya.

Terjadinya keterlambatan penyusunan laporan bulanan

Terjadinya penyusunan komponen kegiatan yang tidak menunjang output
keagiatan.

Keterbatasan data pendukung penyusunan Renja Balal

Terjadinya keterlambatan penyusunan data statisik Balai

Keterbatasan data pendukung penyusunan data statistik Balai

Dokumen perencanaan (RKAKL) yang disusun, tidak didasarkan pada
kebutuhan anggaran untuk mendukung output kegiatan,

Tidak dapat disusunnya/keterlambatan penyusunan Renstra Balal, yang
disebabkan tidak adanya dokumen pendukung utama Renstra,

Tidak akuratnya data kepegawaian masing-masing pegawai.

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan SDM yang menangani Data
SIMPEG.

Terjadinya keterlambatan penilaian DUPAK Pendahuluan

Terjadinya penomoran surat ganda

Terjadi surat masuk dan keluar yang tidak diagenda terebih dahulu
Fengarsipan surat masuk dan keluar tidak tertib

Terjadinya arsip surat masuk dan keluar yang hilang

Keterbatasan data untuk menghitung IKK sangat terbatas

Kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan

Tidak terjalinnya koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan di
wilayah kerja BPPHLHE Jawa Ball Nusa Tenggara

Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung output
keagiatan

Terjadinya kegiatan yang dilaksanakan tidak mendukung output kegiatan
Tidak terjalinnya koordinasi yang balk dengan pemangku kepentingan di
wilayah kerja BFPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara

Terbatasmya anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung output
kegiatan

Tidak dapat dibina dan ditingkatkan kapasitasnya Polisi Hutan

Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan pengamanan dan
penegakan hukum yang memenuhi standar minimum.

Penggunaan anggaran  untuk  lyanan  intermal  tidak sesuai  dengan
peruntukanrya

Tidak seluruh  pengaduan  masyarkat dapat  ditindaklanjuti, karena
keterbatasannya angaran dan S0DM PLH.

Tidak tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin
lingkungan, PPLH dan PUULH, karena keterbatasan 50M PPLH
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R44: Tidak terpenuhinya jumiah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan,
pengamanan dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum,

R4S Tidak terselesaikannya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai
dengan P 21

R46: Tidak tercapainya jumiah target penyelesaian kasus pidana lingkungan hidup
dan kehutanan sampai dengan P 21

R47: Adanya data SPT (Mo, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atzra di
Balai dan Seksi Wilayah

R48 . Tidak terverifikasinya perkara bidang lingkungan hidup dan kehutanan

R4% . Adanya data SPT (Mo, Tgl, Petugas dan Tujuan) yang tidak sama atara di
Balai dan Seksi Wilayah

Rall: Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani

3. Analisa Resiko

Analisa resiko merupakan tahap lanjutan dari indentifikasi risiko, darl hasil
identifikasi risiko sebagalmana tabel 3 dan 4 maka selanjutnya dilakukan
pengkajian untuk memilih dan menetapakan risiko-risiko mana saja vang
dinilai cukup signifikan.

Berdasarkan hasil pengkajian dan pemilihan terhadap risiko pada masing-
masing kegiatan, maka seinjutnya ditetapkan risiko signifikan dengan urutan
kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1, tabel 5.2, dan tabel 5.3

Tabel 5.1 Probabilitas dan Dampak Risiko

Bampak Risiko Terhadap Ketércapaian Tujuan
Keglatan dan Laporan Keuangan :
: . Lisar

Frekuensi Munculnya Risilo Kilai ﬁﬁ Kl Sedang | Besar Bissf |
Bencana |
1 Z SIS R T MO
Hampir tidak pernah terjadi b | BR=1 | BR=12 BR =3 BR=4 | BR=5 |
Jarang terjadi 1L 2 | BR=2 | BR=4 BR=6  BR=8 | BR=10|

Mungkin berjad| 3 BR=3 | BR=H | BR=9 BR=12|BR=15
Sering terjadi , 4 BR =4 BR =8 HR=12 @ BR =16 Eﬂ:::ﬂl
Hampir pasti terjadi ] BR=5 |BR=10 | BR=15 | BR=20 | BR=25 |

Keterangan :

BR (Bobot Risiko) = Nilal Probabilitas Risiko x Nilai Dampak Risiko

Dari peta resiko sebagaimana tabel 4, maka selanjutnya dilakukan penilaian
dengan tabel 5.1 yaitu probolitas dan dampak resiko,

Berdasarkan hasll penilaian peta resiko tersebut di atas, maka diperoleh hasil
penilaian bobot atas risiko tendentifikasi, sebagaimana tercantum dalam
tabel 5.1,

Tabel 5.2 Hasil Penilaian Bobot Atas Risiko Teridentifikasi

No. | Mama Kegiatan Risik Teridentifikasi : -FE—ILfIﬁ— BR | Kesimpulan |
1 Pembavaran Gaji | Terjadi keterlambatan pengajuan gaji @ 1 Fiu| 3 =
Pegawai ke KPPN

LAl Pengenaatan SPIF Fada BRPHLAEK Wilayah Jawa Bal Muss Tenggara Tamum 2020 11



Hu.]| Nama Keglatan Risiko Teridentifikasi - F:H-MDR BR | Kesimpulan |
2 | Pembayaran Pembayaran tukin PNS bidak sesuai, 3 | 3 | 9 | 2§ i
HI%R sesungguhnya, karena tdak semua |
PHNS merekam data kehadiran melalui |
finger frink, melainkan secara manual
yang rawan terjadinya manipulasi data
- | kehadiran. -
3 | Pembayaran Terjadinya keterlambatan pembayaran | 2 | 2 4 ™
langanan daya daya dan jasa, karena kelalalan
.| dan jasa petugas yang menanganai, el N
4 | Pemeliharaan 1 Adanya ot 24 piktif untuk | 2 2 4 TS
| gedung dan pemeliharaan gedung dan kantor
halaman kantor | 2 Pembangunan dan pemeliharaan | 2 3 | xR TS
| yang dikerjakan pihak ketiga tidak
L sesugidengan SPK i |
=Y Pemeliharaan 1. Adanya 5F] piktif unbuk | 1 3 3 TS
peralatan  dan pemeliharaan peralatan dan mesin
mesin 2 Jumlah anggaran untuk biaya | 1 3 3 T5
| | pemeliharaan  yang  tercantum
dalam SP] tdak sesual dengan
. | ——== jents dan jumiah fisik di lapangan [[—
i & Fengelolaan 1. Adanya BMN yang tidak tercatat x 2 £ Ts
BMN 2. Terjadinya pelaporan BMN yang 2 3 4 TS
ticak akurat
3. Adanya BEMN yang hilang karena 2 3 & TS
dipinjam |
4. Adanya BMN yang tidak diberi 2 2 4 TS
momar
5. Keadaan BMN tidak sesual dengan 2 3 & TS
dala Kartu Identitas Barang
6. Adanya BMN ex instansi lain yang 2 3 = TS
sehamssnya menjadi BMN BPPHLHE
Jabalnusra, namun dalam '
pelaksanaannya belum sepenuhnya
b . masuk. N
7 | Pengadaan 1, Pengadaan barang persediaan | 2 | 2 | 4 TS5
Barang yang tidak dibukukan
Persediaan 2 Kualitas aset tetap yang dibeli di | 2 2 4 15
bawah standar
3, Terjadirwa  kemahalan  harga | 3 rk B TS
barang vang dibeli
| 4. Jumlah, rama, dan kualitas barang | 3 1 3 T
yang dibeli tdak sesuai antara
N [—— dokumen dengan fisiknys.
8 | Penyusunan Lap. | Teradinya keterlambatan peryusunan | 4 | 3 | 12 5
bulznan laporan bulanan |
q Parvwusunan 1 Terjadinya penyusunan komponen 3 2 B TS
Renja Balal kegiatan vang tidak menunjang
output kegiatan.
2  Keterhatasan data pendukung 2 3 6 TS
. — penyusunan Henja Balai .
10 | Peryusunan 1 Terjadinya keterlambatan 2 3 b 15
Data Statistk penyusunan data statisik Balai
Eadal 2  Keterbatasan data pendukung | 2 3 B TS
. — penyusunan data statistik Balal Bl .
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e : _
| No. | Nama Keglatan Risikn Teridentifikasi F;mfum ' Kesimpulan
! I T s = FEa LEAWL
11 | Pemyusunan | Dokumen perencanaan (REAKL) yang 1 | 5 L
dokumen disusun, tidak didasarkan pada
perencanaan kebutuhan anoggaran untuk '
Balai mendukung cutput kegiatan, i
12 | Penyusunan Tidak dapat disusunmya/ -5 B T=
| Reristra Balai keterlambatan penyusunan Renstra
Balal, yang disebabkan tidak adanya |
_dokumen pendukung utama Renstra, I
|13 | Pengelolaan 1 Tidak akuratnya data kepegawaian | 2 | 3 ™ |
' Data SIMPEG Masing-masing pagawai,
I 2 FKeterbatasan pengetshuan  dan
kemampuan SDM yang menangani
|| Data SIMPEG. |
14 | Penlialan DURAK | Teradinya keteslambatan penilaian | 3 2 TS5
| Pendahuluan DUPAK Pendlahuluan |
16 | Monitoring Keterbatasan data untuk menghitung | 2 | 2 | ™
Capaaan TKK IKK sangat terbatas = ! —
17 | Luas hutan yang | 1 Kegiatan yang dilaksanakan tidak 2 3 TS
diamankan dari mendukung output kegiatan. |
gangguan dan 2 Tidak terjabnryva koordinasi yang 2 2 T5
ancaman bidang balk dengan pemanaku |
kehutanan. kepentingan di wilayvah kerja
BFPHLHE Jawa Bali Nusa Tenggara
3 Adanya data SPT (Mo, Tgl, Petugas | 3 2 | 15
dan Tujuan) yang tidak sama atara
. di Balai dan Seksi Wilayah —
| 18 | Jumlah lokasi 1 Terjadinya kegiatan yang 3 ] TS
ditaksanakanriya dilaksanakan tidak mendukung -
| pencegahan output kegiatan |
seriz 2 Tidak terjalinnya Koordinasl yang 2 ¥ T=
pengendallan balk dengan pemangku [ |
ancaman dan kepentingan di wilavah kerja |
| gangguan BPPHLHE Jawa Bali Nusa
metalui kegiatan Tenggara. 3 2 Ts
sosialisasipatrali | 3 Adanya data SPT {No, Tol, Petugas
dan operasi. dan Tujuan) yang tidak sama atam
- | di Balai dan Seksi Wilayah
19 | Jumiah Polisi | Tidak terpenuhinya sarana dan 3 2 TS
Hutan yang prasarana pelaksanaan pengamanan
dibina dan dan penegakan hukum yang
ditingkatkan memenuhi standar minimum,
__ | kapasiasya e
20 | Penvediaan Tidak terpenuhinya sarana dan 3 2 s
sarpras prasarana pelaksanaan pengamanan
pefaksanaan dan penegakan hukum yang
pengamanan memenuhi standar minimim,
dan penegakan
hukum yang
memenubi
| standar. el Tl -
21 | Layanan Intemal | Penggunaan anggaran untuk l@yanan | 2 | 3 T5
imternal tidak sesual  dengan
. | peruntukannya. |
22 Pengaduan Tidak seluruh pengaduan masyarkat 3 3 | 5
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: - : - |
Mo. | Hama Kegiatan Ristko Teridentifikas #’“I”—m-- BR | Kesimpulan |
| masyarakat yang = dapat ditindaklanjuts | ]
ditindaklanjuti = -
23 | Penanggung Tidak tercapainya target pengawasan 3 | 3 | & 5
jawab terhaclap  ketaatan  pemegang  izin |
usaha/atau keg. | lingkuengan, PPLH dan PUULH, karena
yang diawasi keterbatasan SDM PPLH.
ketaatanmya
terhackap izin
lingkungan, |
| PPLH&PUULH. -
24 Jumiah sarana | Tidak terpenuhinya jumlah saranadan | 3 2 | B .
dan prasarana prasarana pelaksanaan pengawasan, |
pelaksa naan pergamanan dan pensgakan  hukum
pengawasar, vang memenuhi standar minimum.
pengamanan | |
dan peregakan '
hukum yang |
mermanuhi
standar |
25 Kasus pidana L Tidak terselesaikannya target kasus | 2 3 & TS
limghairgan pidana  lingkungan  hidup  dan | |
hidup dan kehutanan sampai dengan P 21 |
kehutaan yang 2 Tidak tercapsinva jumlah target 2 3 G T=
diselesaikan penyelesalan kasus pidana |
| sampal P 21 fngkungan hidup dan kehutanan |
sampai dengan P 21
3 Adanya data SPT (Mo, Tgl, Petugas ' 3 2 & TS
| dan Tujuan) yang tidak sama atara '
di Balai dan Seksi Wilayah
26 | Verlfikasl 1. Tidak terverifikasinva = perkara I 2 3 & T5
perkara bidang bidang  lingkungan  hidup  dan |
linagkungan kehutanan |
hidup dan 2. Adanya data SFT (No, Tgl, Petugas | 2 2 4 TS
kehutanan dan Tujuan) yang tidak sama atar
L e . di Balai dan Seksi Wilayah _
27 | Barang bukt Tidak tertanganinya barang bukt 2 3 10 5
vang ditangani sesuail dergan jumlah kasus yang
sesual dengan ditangani |
jumiah kasus [
| yang ditangani —
rangan:

FR = Probabilitas timbulnya risiko

5 = Signifikan

DR = Dampak Risiko
TS = Tidak Signifikan

ITaheI 5.3 Rekapitulasi Risiko Signifikan

Mo,

Mama Kegiatan

| Tujuan Kegiatan

BR = Bobot Risiko

Desain Pengendaian SPTF Fads BRPHLEE Wisyah Jewa Saib Nuss Tenggara Tafun 2020
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_— S— - -
No, |  Nama Kegiatan Tujuan Keglatan Ristko Signifikan

1 | Pembayaran Tersedianya data absensl Pembayaran tukin PNS tdak sesuai

:um?}angan Kineria | pegawai pada setiap | dan  kehadiran pegawai

¥g

bulannya sesual dengan | sesungguhnya, karena tdak semua
jumlah  kehadiran yang | PNS merekam data kehadiran melabui

| sebenarnya firger frint, melainkan secara manual |
. yang rawan terjadinya manipulasi data |
|l — _____ | kehodiran,
| 2 | Penyusunan Lap. | Dapat diselesalkannya | Terjadinya keterlambatan penyusunan |
bulanan lzporan bulan/tahunan sesuai | laporan bulanan/tahunan
| dengan tata wakbu yang |
I telah ditetapkan '
. 1 |
3 | Pengaduan | Dapat ditindaklanjutinya Tidak seluruh pengaduan masyarkat |
I masyatakat yang | seluruh pengaduan dapat ditindaklanjuti |
ditindakdanjuti masyarakat bidang LHE di
| wilayah BPPHLHK Jabalnusra |
[ 4 | Barang bukb vang | Dapat ditanganinya barang Tdak tertanganinya barang bukt
ditangani sesuai bukti sesuai dengan jumlah | sesuai dengan jumilah kasus yang

| dengan jumiah kasus yang ditangani ditamgani
kasus yang |
l ditangani
5 | Penanggung Tercapainya target Tidak tercapainya target pengawasan

jawab usahalatau | pengawasan terhadap terhadap kelaatan pemegang izin
keg. vang diawasi | ketaatan pemegang zin lingkungan, PPLH dan PUULH, karena
ketaatannya lingkungan, PPLH dan keterbatasan SDM PPLH
terhadap in PULILH, karena keterbatasan
livgkuregan, PPLH | SDM PPLH

! & PULI LH .

V. RENCANA KEGIATAN PENGENDALIAN

Rencana Kegiatan pengendalian merupakan tahap ketiga dari penyusunan
Desian Pengendalian Intern, dalam kegiatan ini dirumuskan kegiatan
pengendalian intern pada setlap risiko signifikan yang telah ditetapkan dan yang
akan dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam tahun
2020.

Berdasarkan hasil analisa dan telaahan pada kegiatan yang memilikl risiko
signifikan, sebagaimanan tercantum dalam tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 tersebut di atas,
maka selanjutnya disusun rencana kegiatan pengendalian pada masing-masing
kegiatan, sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1, sampai dengan tabel 6.9,
adalah sebagal berikut :

1. Tabel 6.1 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk:
MNama Kegiatan : Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS
Tujuan Pengendalian : Tersedianya data absensi pegawai pada setiap
bulannya sesual dengan jumilah kehadiran yang
sebenamya
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Mo, Risike Signifikan

fidak se=suai dan kehadiran

| pegawal yg

I sesungrubhnya, karena
tidak semua PNS merekam
data kehadiran melalul
mesin finger frint,

| metainkan secara manual
vang rawan lerjadinga
maniplas data
kehadiran,

Kehijakan Pengendzlian

Kepala Sub Baglan Tata
Usaha, Kepala Seksi Wilayah I
Jakarta, Wilayah 11 Surabaya,
damn Wilayah I Kupang,
memastikan bawa absansi ASN
yang dibuat datannya akurat
dan dapat dipertangung
jabawakan untuk pembayaran
Tunjangan Kingera ASH,
sehingga tdak ada kerugian
negara.

Mama Kegiatan
Tujuan Pengendalian

No, | Risika Signifikan

Z. Tabel 6.2 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk :

 Aktifitas/Tidakan Pengendalian

F'TI:EE'E'IJII' ]E‘l\'ﬂb
Pengendalian :
S0P 1. Kasubag TU
Pepgendalian | 2. Kasi Wil I
Mo, 1 | 3. Kasiwil. 11
Lterampir} 4. Kas Wil, TII

| 5. Penyelenggara
| Kepegawaian

Penyusunan Lap. bulanan dan tahunan
Dapat diselesaikannya laporan bulan/tahunan sesuai

~ dengan tata waktu yang telah ditetapkan

kebijakan Pengendalian

1 | Terjadinya keterlambatan
penyusunan Bparan
bulanan

Kepala Sub Bagian Tata
Usaha dan Analis data Eviap
memastikan, bahwa laporan
bulanan Balai dapat disusun
sesuai dengan tata wakbu

Aktifitas/ Tidakan Pengendalian

Prasadur
Pencendalian
SOP
pengendalian
Mo, 4
frerdampir)

yang telah ditetapkan.

|
| Penanggung Jawab

Anasliz Data Eviap

3. Tabel 6.2 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk :
Pengaduan Masyarkat yang Ditindaklanjuti

Mama Kegiatan
Tujuan Pengendalian

Lapat

ditindaklanjutinya

seluruh

pengaduan

masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.

| MO, Risiko Signifikan

. 1 Tidak seluruh p&ﬁgadu&n
masyarkat dapat
rﬂitlndak!.anjuu

Kasubag TU dan |

Mﬂlﬂtﬁﬂa’ Tindakan Pﬁmmdf;jﬂ%ge?w_ Pabiandiing
HEbljikan_PeWIan Penceandalian Jawab
Kepala Sub Bagian Tata S0P 1. Kasubag TU
Lisaha selaku PPE, pergendalian (selaku PPE)
memastikan bahwa setiap Mo, 4 2. Anaslis dan
pengaduan masyarkat harus | {hedampir) Perelaah data
dindaklanjuti sesuai dengan penpaduan

| ketentuan yang ada.

4. Tabel 6.4 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk :
Barang bukii yang ditangani sesual dengan jumlah

MNama Kegiatan

Tujuan Pengendalian

kasus yang ditangani

Dapat ditanganinya barang bukti sesuai dengan

jumiah kasus yang ditangani

Aktiftas/ Tidakan Pengerndalian

Fenanggung
Mo, Rislko Sigmifikan 5 Prosadur Tawab
pli | Kebijakan Fengfm:lallan Pengendalian Wi
1 | Tidak tertanganinya | Kepala Seksi Wil. T Jakarta, Wil. | S0P 1. Kasil Wil I
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barang bukti sesuai 1 Surabaya, dan Wil. 11T Kupang | pengendalian | 2. Kasi Wil TI
dengan jumlah kasus selaky PPK, memastikan batwa | No. 4 (terdampir) | 3. Kasi Wil TIT
yarng ditangani barang bukti dapat ditangani
sesual dengan jumlah kasus.

5. Tabel 6.5 Rencana Kegiatan Pengendalian, untuk:

MNama Kegiatan : Penanggungjawab usaha danfatau kegiatan yang
diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, PPLH
dan PUU LH

Tujuan Pengendalian : Tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan
pemegang izin lingkungan, PPLH dan PUULH

Mc.l_jﬂtas.f'l'ldakan Pengendalian

No.|  Risiko Signifikan | e—— e |
- ehijakan Pengendalian _| Pengendalian | G |
1 | Penanggung jawab Memastikan tercapainya target | SOP 1. Kasil Wil T

usaha/atau keg. yang pengawasan berhadap kelzatan | pengendalian 2. Kasi Wil TT
diawas! kataatanrya pemegany izin lingkungan, PPLH | Ma. 5 (terlampir) | 3. Kasi Wil 111
terhadap Izin dan PULILH

lingkungan, PPLH B

PUL LH

V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan Komunikasi merupakan tahap keempat dari penyusunan Desian
Pengendalian Intern, dalam kegiatan ini dirumuskan rencana aktivitas yang terkait
dengan informasi dan komunikasi yang menunjang terselenggaranya sistem
pengendalian intern.

Aktivitas yang terkait dengan informasi dan komunikai yang periu dilakukan
oleh BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam tahun 2017, diarahkan
dalam rangka terselnggaranya sistem pengendalian intern yang ada di BPPHLHK
Wilayah Jawa Bali Musa Tenggara, hal ini sebagaimana tercantum dalam tabel 7.

Tabel 7  Informasi dan  komunikasi  terkait  penyelenggaraan  sistem
pengendalian intern. .
|

M. Benbuk afurmasi yang aca saal i Tindakan yang akan diambil

1 Dasin pengendalian imbern Deserta sedwruh S0P a0 Messtapakan s3igas SRIE,
| pengendalaian, merupakan bentuk infoemasi yang sangat | b Menstapakan Desan SPIP @hun 2017,
menentukan keberhasilan sistem pergendalian interm C. Memampaikan kepada Sekditgen
Peregakan Hukum LHE dan Sekitgen
Kemenihk,

d. Membuat Mo Dinas kepads Kasubag
TL, Kasi Saksi 1, 11 dan 11T agar seluruh
kegiatan yang miamiliki ris ki
sebagaimana yang tercanturm dalam
Cecain  Pengendalian  [nbarm  beserka

s - _ S0P-nya agar dipedomaninya.

| Kepala Balal akan menggunakan sarana dan prasarana | Hasll permantaun Satgas SPIP, dalam ssbap

| vang ada di BPPHLHE Wilayah Jawa Bali Musa Tenggara | bulannya wajib diporkan kepada Kepala

untuk mengmformasikan  pang Lerkall dengen dessin | Belai, dan hasilma oleh Kepala Balal
pengendaiaian intem beserta seluruh S0F-mya, diinformasikan kepada s=turuh pegawal

I:I-Ef'lgﬂr'l menggunakan Sarana  kormunikas
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Nz, Berluk informas yang ada saak nl

Tincakan yang akan diamba

3 Saluran komunixasi yang terbuka dan efekbf dengan

pelayanan masyarkat

unluk penyepurnaan suaty kegistan, sehingga kegiatan
dapat dicapai sexmi dengan tuluanmya.

masyarakat mutiak diperiukan, tedebih jika terkait dangan |

SMSGetway. |
2. Mervediskan ruang pelayanan keoada
rrasyarkal vang myaman dan ramah,
| b Memberikan pelayanan kepads

‘mayarkat yang gratis dan simpatik, |
Setlap  pegawal  dapat menyampasan
i rekomendasivg kepada Satgas SPIP, dan
| dilakukzn perbanasan kebih lanut dengan
i seluruh  personil vang  terkait  dengan

— keglatan yang dirskomendasikarn

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan unsur pengendalian yang terakhir dari
penyusunan Desian Pengendalian Intern. Pemantauan dan evaluasi pengendalian
intern bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah
Jawa Ball Nusa Tenggara telah berjalan sesuai dengan yang telah dirancang
didalam Desain Pengendalian Intern.

Pemantauan pengendalian intern pada BPPHLHE Wilayah Jawa Bali Musa
Tenggara, direncanakan dilaksanakan setiap triwulan oleh satgas SPIP bersama-
sama dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan, dan selanjutnya hasil
pemantauan setiap triwulan direkapitulasi untuk mendapatkan hasil pemantauan
selama satu tabun atau awal ahun berikutnya.

Rekapitulasi hasil pemantavan selama satu tahun, selanjutnya dilakukan
evaluasi oleh Satgas SPIP bersama-sama dengan Kepala Balai dan
penanggungjawab kegiatan pada awal tahun berikutnya bersamaan dengan
penyusunan Desin Pengendalian Intern tahun berikutnya. Maksud dilaksanakan
secara bersamaan agar hasll evaluasi tahun sebelumnya langsung dapat
dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan Desin Pengendalian Intern
tahun berjalan yang akan segera disusun.

@wmm#m%mmmmnhmﬂa&mm@a@ﬁhmmm 1B
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Lampiran 1 : 50F Pambayaran Tunjangan Kinerja PNS

8. Risiko yang akan diatasi : Pembayaran Tunjangan Kineria PNS tidak sesuai dengan kehadiran
PNS yang sesungguhnya, karena tidak semua PNS merekam data kehadiran melalul mesin finger
frint, melainkan secara manual vang rawan terfadinya manipulasi data kehadiran

. Kebijakan pengendalian : Kepala Sub Baglan Tata Usaha, Kepala Seksi Wilavah T Jakarta,
Wilayah 1T Surabaya, dan Wilayah TIT Kupang, memastikan bahwa absensi PNS yang dibuat
datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabakan untuk pembayaran Tunjangan Klnerja PNS,
sehimgga tidak ada keruglan negara.

. Prosedur pelaksanaan kebifakan pengendalian sebagal berikut ;

1

LA

10,

11

S0P PENGENDALIAN NOMOR 1

Seturuh pegawal lingkup BPPHLHE Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, wajib merakam data
kehadiran metalui mesin finger print yang telah disediakan dengan penuh rasa tanggung
jawab dan jujur, dan bagi pagawai yang berhakangan hadir wajib menyampaikan alasan
dengan surat sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Petugas yang menandgani absensi pada masing-masing Seksi Wilayah T, Ssksi Wilayah 11,
dan Seksi Wilayah L1 melakukan pemantauan secara rutin kepada masing-masing pegawai
untuk memastikan bahwa yvang bersangkutan merekam data kehadicannya melalui mesin
firger print, apabila terjadi kendala segera melaporkan kepada Kepala Seksinya masing-

masimna selaku nenanooinn iawah.

Petugas yang menangani absensi melakiskan rekapitulas absensi pada setiap minggunya,
dan mengumpulkan data pendukung bagi pegawai yang tidak hadir, serta selanjutnya
medaporkannya kepada Kepala Seksi Wilayah masing-masing selaku penanggung jawab
Masing-masing Kepala Seksl medakukan telaahan terhadap data absensi vang dilaperkan
oleh petugas yvang menangani absensi, apabila terjadi kekeliruan dan ataw kesalahan segera|
untuk dilakukan koreksi.

Patugas yang menangani absensi pada tanggal satu bulan berikutrya, wajib melakukan
penggabungan laporan mingguan menjadi laporan bulanan untuk disampaikan kepada
Kepala Balal cg. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Rekapitulasi absensi bulananan pada buti 5, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala
Seksi masing-masaing

Rekapitulasi absensi bulanan pegawai dari masing-masing seksi wajib dilaporkan kepada
Balai paling lambat pada tanggal tiga bulan berikutniya, dengan disertai surat pengantar
dari Kepala Seksi Wilavah masing-masing.

Penvelenggara Kepegawalan Balal, wajib melakukan telaahan terhadap laporan absensi
pegawai dari masing-masing seksi

Hasil telaahan absensi pegawai dari masing-masing seksi dianggap telah sesuai tidak ada
kejanggalan, maka sefanjutnya melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha unfuk
mendapat persetujuan pergajuan Tunjangan Kinera PNS

Pemyelenggara Kepegawalan Balal, sslanjutya menghibung tunjangan kinerla masing-
masing PHN5S berdasarkan rexzpitulasi absensi yang telah disetujul KSETU, dan disampaikan
kepada Pengelola DIPA paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

PPE mengajukan permohonan tunjanaan kinerja PNS kepada KPPN paling lambat saku hari
setelelzh menerima perhitungan tunjangan PNS dan petugas yang menangani absens
balai.

Sldoario Januan 2020
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Lampiran 7 : S0OF Penyusunan Laporan Bulan

S0P PENGENDALIAN NOMOR 2

8, Hislke yvang akan diatasi - Tedadinya keterlambatan penyusunan laporan bukanan

b. Kebilzkan pengendalian

ditetapkan.
€. Prosedur pelaksanaan kebifakan pengendalian sebagal berikut ;

1

Kepala Sub Baglan Tata Lisaha memerintahkan kepada Analis Data Eviap, agar data-data

unkuk bahan laporan bulanan paling lambat pada tanggal 3 setiap bulannya sudah harus
terkumoul.

Anaslis Data Eviap, sejak tanggal 1 bulan laporan wajib menghimpun data-data untuk
bahan kaporan bulanan dan paling lambat pada tangal 3 bulan berikutnya data-data
laporan bulanan yang diperlukan sudah terkumoul.

Apabila sampal dergan tanggal 3 bulan berikutnya data-data laporanan bulanan belum
terkumpul sehingga laporan bulanan belum bisa disusun, maka Analls Data Eviap segera
melapor kepada Kepala Sub Baglan Tata usaba,

Kepala Sub Bagian Tata Usaha setelah mendapat laporan, memerintahkan kepada
penelaah data yang ada Sub Bagian Tata Usaha (persuratan, kepagawaian, SIMAK BMN,
dan keuangan) agar seqgera menyampaikan data-datanya kepada Anashs Data Eviap,
sedangan data yang ada di seksi wilayah maka Kasubag Tata Usaha berkoordinasi
dengan masing-masing kepala seksi Wilayah agar data-data yang diminta untuk bahan
laporan bulanan segera disampaikan kepada Balai.

Analis Data Evlap dengan data yang ada segera menyusun laparan bulanan Balai, dan
paling lambat pada tangaal 10 sudah disusun dan dibahas, selanjutnya paling lambat
pada tanggal 12 laporanan bulan Balal sudah disampaikan kepada Sekretariat Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum LHE dan kepada instansi lain yang kompetan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pemanggung Jlawab Eviap
memastikan bahwa laporan bufanan Balai dapat disusun sesual dengan tata wakiu yang telah

Sidoarjo Januar 2020

Ir. Munarmmad Nur, M.5.P,
NIP. 19670727 199703 1 001




Lampiran 10 : S0P Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjutl

o

S0P PENGENDALIAN NOMOR 3

Risiko yang akan diatasl : Tidak selursh pengaduan masyarakat dapat ditindaklarjuti

Kebijakan pengendalian : Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku PPK, memastikan bahwa setiap
pengaduan masyarakat hanes ditindakianjuti sesuai dengan ketentuan yang berfaky.

Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut -

1

Kepala 5ub Bagian Tata Usaha beserta Analis Data dan Penelaah Data, melakukan telaahan
terhadap pengaduan masyarakat bidang LHK dan membuak rencana penanganan
peroaduan masvarakat berikut rencana kebutuhan anaoaranrya.

Hasil telazhan dan rencana keglatan penanganan pengaduan bubir 1 diatas, dilaporkan
kepada kepala Balal untuk mendapatkan arahan dan petuniuk lebih lamiut.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta Analisis Data dan Penelaah Data, setiap mendapat
disposisi Kepala Bakai untuk menindakianjuti pengaduan masyarakat, maka wajib melakukan
anakis dan telaahan data dan dapat diselesaikan paling lama dua hari kerja.

Hasil analis dan telaahan data butlr 3 di atas, selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balal
untuk mendapat persetuivan tindak lamutnva

Setelah mendapat persetujuan Kepala Balai untuk menindaklanjutinya, maka Kepala Sub
Bagian Tata Uisaha beserta Analis dan Penelaah Data menyusun rencana tindak kanjut sesuai
denaan S0P Penaaduan vana ada.

Kepala Sub Bagian Tata Lisaha sefaku PPK pada wajib melakukan evaluasi penggunaan
anggaran pengaduan masyarakat, apabila hasil evaluasi diperkirakan bahwa anggaran untuk
pengaduan tidak mencukup maka segera melakukan revisi RKAKL untuk memastikan tidak
ada pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena kekurangan anggaran

Sidoarjo Januari 020
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Lampiran 12 : S0P Barang Bukt yang ditangani sesual dengan jumlah kasus yg ditangani

S0P PENGENDALIAN NOMOR 4

a. Risiko yang akan diatasi : Tidak tertanganinya barang bukt sesuai dengan jumiah kasus yang
ditargani.

b. Kebijakan pengendalian : Kepala Seksi Wilayah [ Jakarta, Wilayah IT Surabaya, dan Wilayah I1I
Kupang selaku PPE, memastikan bahwa barang bukt dapat ditangani sesuai dengan jiemlah
kasiis.

C. Prosedur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagal berikut :

L

Masing-masing kepala Seksi Wilayah 1, 11, T1T, dan Penyidik PPNS, agar mengevaluasi
penanganan barang buktl tindak pidana LHK tahun 2016 dan menyusun rencana
penanganan barang bukti tindak pidana LHK tahun 2017, secara cermat untuk memastkan
bahwa barang buktl tindak pidana LHK dapat ditangani sesuai dengan jumilah kasus,

Masing-masing kepala Seksl Wilavah memyampaikan rencana kegiatan yang telah disusun
pada butir 1 di atas kepada Kepala Balai untuk ditelaah dan sebagai dasar pemantayan
Kepala balai

Masing-masing Kepala Seksl Wilavah I, I1, dan 11, wajib melakukan pemantacan proses
penanganan barang bukti tindak pidana LHK untuk memastikan bahwa prosesnya
penanganan barang bukti tindak pidana LHK dapat berjalan dengan baik dan lancar

. Apabila terdapat hambatan sehingga penanganan barang bukti tindak pidana LHE tidak

berjalanan sebagaimana mestinya, maka Kepala Seksi yang bersangkutan segera
melaparkan kepada Kepala Balal untuk dikoordinasikan dengan pibak-pibak terkat, sehingoa
nroses nenvidikan dapat berialan sehaoaimana mestinea,

Masing-masing Kepala Seksi Wilayah I, 1T, dan TIT selaku PPE wajib melakukan evaluasi
PENQQUNAaan anggaran penanganan barang bukti tindak pidana LHK, dan apabiia hasii
evaluasl diperkirakan bahwva anggaran untuk menanganai barang bukt tindak pidana LHK
tidak mencukupl maka segera medakukan revisi REAKL untuk memastikan bahwa
penanganan barang buktl tindak pidana LHE pada seksl wilayah masing-masing dapat
berjatan dengan lancar, sehingga barang bukt tindak pidana LHK dapat ditangani sesual
dengan jumlah kasus.

Sidoaro Januan 2020

Ir. Muhammad Nur, M.5.P.
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Lampiran 5 : SOP Tercapainya target pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin
lingkungan, izin FPLH dan PUY LH.

a.

b.

S0P PENGENDALLAN MOMOR 5

Risiker yang akan diatasi : Tidak tertanganinya barang bukti sesuai dengan jumiah kasus yang
ditangani.

Kebljakan pengendalian : PPK dan koordinator pengawasan memastikan tercapainya target

pengawasan terhadap ketaatan pemecand izin lingkungan, 2in PPLH dan UL LH.

Prosadur pelaksanaan kebijakan pengendalian sebagai berikut

1. BPPHLHE Wilayah lawa bali Nusa Tenggara menerima pembaglan perusahaan yang
dilakukan penaawasan darl Direktorat PFSA.

£, Koardinator pengawasan menyusun tim dan jadwal serta usaha dan/atau kegiatan yang
akan dilakukan pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kabakal untuk mendapatkan
oersetuiuan.

3. Membuat surat pemberitzhuan kepada instanst lIngkungan hidup Provinsi dan

kahupaten/Kota dan kepada Usaha dan/atau Kealatan untuk dilakukan pengawasan.

[im yang bertugas melakukan pengawasan.

5. Getelah melakukan pengawasan, Tim menyusun [aporan beserta rekomendasi pengawasan
dan selanfutrva disampaikan kepada Kabalai,

G, Koodinator pengawasan membusat surat rekomendas! pengawasan untuk disampaikan
kepada Direkborat PPSA.

#

Lidoaro Januart 2020
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